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PUTUSAN 

Nomor : 22 / PDT / 2013 / PT.PLG 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara antara : 

RITA, DANOVAN PHENOMIE, VINA NOVIN PHENOMIE, VENNY NOVIN 

PHENOMIE selaku Para Ahli Waris pengganti 
dari Almarhum JONATHAN PHENOMIE : 
Seluruhnya beralamat di Jalan Letnan Jaimas 
Lorong Suud Nomor : 999 RT.012 RW.002 
Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I 
Palembang, Dalam hal ini diwakili Kuasa 
Hukumnya PURWATA ADI NUGRAHA, SH. 
dan RIKA DESTINY SINAGA, SH.MH. 
Advokat pada Kantor Hukum PAN & 
CO.LAWYERS. Advocate and Legal Consultant, 
yang beralamat di Jl.Bypass Alang-Alang Lebar 
KM. 12 Palembang 30154 - Sumatera Selatan, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 
Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai 
PARA PEMBANDING semula PARA 
TERGUGAT; 

.L A W A N. 

1. SUWANNI GUNARIA TANNUWISNA : Beralamat di Jalan Letnan Jaimas 

No.927 Palembang, selanjutnya disebut sebagai 

TERBANDINGI semula PENGGUGATI; 
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2. GUNAWATI KOKOH THAMRIN : Beralamat di Jalan Bangau No. 18 


Palembang, selanjutnya disebut sebagai 

TERBANDING II semula PENGGUGAT II; 

3. TJIPTONO PINGDOJO : Beralamat di Jalan Letnan Jaimas Lorong Suud 

No.927 Palembang, selanjutnya disebut sebagai 

TERBANDING III semula PENGGUGAT III; 


4. HARDI JANTO, EVELYN, JUVENTUS : Beralamat di Taman Kebon Jeruk 

B.III No.8-9 Jakarta, dalam hal ini bertindak 
selaku para ahli waris dari Almarhum 
SUMIWATI PANDARMI, selanjutnya disebut 
sebagai TERBANDING IV semula 

PENGGUGAT IV; 


5. drg.MIRAWATI PANDARMI : Berallamat di Agung Permai 31 Blok C.9/3 

Jakarta, selanjutnya disebut sebagai 


TERBANDING V semula PENGGUGAT V; 

6. LINAWATI PANDARMI : Beralamat di Jalan Agung Utara STS Blok J/3 

Jakarta, selanjutnya disebut sebagai 
TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI; 

7. PONGONO PUSPOJUDO :Beralamat di Jalan Letnan Jaimas Lorong Suud 

Nomor : 927 Palembang, selanjutnya disebut 
sebagai TERBANDING VII semula 

PENGGUGAT VII; 

8. HERAWATI PANDARMI : Beralamat di Jalan Letnan Jaimas Lorong Suud 

Nomor : 927 Palembang, selanjutnya disebut 
sebagai TERBANDING VIII semula 

PENGGUGAT VIII; 


PENGADILAN TINGGITERSEBUT; 

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 
Desember 2012 Nomor : 124/Pdt.G/2012/PN.PLG; 
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TENTANG DUDUK PERKARA 


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 
Juli 2012 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan 
Nomor : 124/Pdt.G/2012/PN.PLG yang telah dirubah dengan suratnya tanggal 4 
Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1 Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Aim. ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 16/1997 tanggal 5 
Januari 1967 dimana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) 
orang anak yakni Penggugat II, III, Alm.SUMIWATI PANDARMI, 
Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Aim. 
JONATHAN PHENOMIE. 

2 Bahwa almarhum ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA telah meninggal 
dunia pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 
185/KMU/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 20 Februari 2009. 

3 Bahwa dengan meninggalnya almarhum ANWAR SAILANI 

ONGKOWIDJAJA maka istri dan anak-anak almarhum ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA sebagaimana point ke-1 adalah ahli waris yang sah, 
dimana hal ini juga sesuai dengan Akta Keterangan Warisan Nomor: 12/ 
V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang di buat oleh HENIWATI RIDWAN,SH. 
Notaris di Palembang. 

4 Bahwa 2 (dua) orang ahli waris almarhum ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA yang bernama SUMIWATI PANDARMI dan 
JONATHAN PHENOMIE saat ini juga telah meninggal dunia sehingga 
suami/istri dan anak-anak dari ahli waris tersebut menjadi ahli waris 
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pengganti yang berhak mewaris dari almarhum ANWAR SAILANI 


ONGKOWIDJAJA sebesar bagian alm.SUMIWATI PANDARMI dan 
alm.JONATHAN PHENOMIE. 

5 Bahwa Penggugat IV adalah para ahli wans dari almarhumah SUMIWATI 
PANDARMI dan Para Tergugat adalah para ahli waris dari JONATHAN 
PHENOMIE. 

6 Bahwa Aim.ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA pada waktu meninggal 
telah meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di 
Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten 
Musi Rawas, Sumatera selatan satu dan lain atas dasar Sertifikat Hak Milik 
No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No.l/TB.J/2000 
tanggal 6 Januari 2000. 

7 Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana point ke-5 diatas adalah merupakan 
harta warisan Aim.ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA yang harus dibagi 
kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

8 Bahwa semasa hidupnya Aim.ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA dengan 
sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I selaku istri telah menjual tanah 
dan bangunan yang terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan satu dan lain atas 
dasar Sertfikat hak Milik No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat 
Ukur No.l/TB.J/2000 tanggal 6 Januari 2000 kepada Penggugat II seharga 
Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah). 

9 Bahwa atas jual beli tanah tersebut Alm.ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA semasa hidup dan Penggugat I telah menerima 
pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milliar rupiah) dari total harga 
yang disepakati sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah). 
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10 Bahwa pelunasan dan penandatanganan akta jual beli saat ini belum dilakukan 
karena sebelum Akta Jual beli antara Aim. ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA selaku penjual dan Penggugat II selaku pembeli sempat 
ditanda tangani, Alm.ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA terlebih dahulu 
meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009. 

11 Bahwa sesungguhnya para ahli waris (Para Penggugat) telah mengetahui 
adanya jual beli dari Alm.ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA kepada 
Penggugat II tersebut dan Para Ahli waris (Para Penggugat) telah sepakat 
untuk melanjutkan jual beli tersebut dan menanda tangani akta jual beli 
kepada Penggugat II. 

12 Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran atas harga tanah dan bangunan 
tersebut sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Alm.ANWAR 
SAILANI ONGKOWIDJAJA maka sisa pembayaran sebesar 
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang masih harus dibayar pembeli dan 
merupakan budel/harta warisan telah disepakati oleh Para Penggugat untuk 
dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

13 Bahwa akan tetapi Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari almarhum 
JONATHAN PHENOMIE telah menolak untuk menandatangani akta jual beli 
dan melakukan pembagian harta warisan atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, 

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera selatan, satu dan lain atas dasar Sertifikat 
Hak Milik No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No.l/ 

TB.J/2000 tanggal 6 Januari 2000 tersebut. 

14 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan 

diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak 
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terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan 
untuk melakukannya. ” 

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, Para Penggugat menuntut Para Tergugat 
agar tanah warisan peninggalan almarhum ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA tersebut dapat segera dijual oleh Para Penggugat tanpa perlu 
adanya tandatangan atau persetujuan atau kehadiran Para Tergugat dalam 
pembuatan akta jual beli dengan pembeli, dimana hasil penjualan atas warisan 
tersebut nantinya tetap dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya 
masing-masing. 

15 Bahwa karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik yang tidak 
dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga Penggugat mohon kepada 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan 
yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), 
banding atau kasasi iuit voerbar bijvooraad). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus : 

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2 Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDIAIA tanpa perlu adanya tandatangan atau persetujuan atau 
kehadiran dari Para Tergugat, secara sah dapat menjual dan menandatangani 
akta jual beli kepada pembeli manapun atas budel warisan berupa tanah dan 
bangunan yang terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera selatan satu dan lain atas 
dasar Sertifikat Hak Milik No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat 
Ukur No.l/TB.J/2000 tanggal 6 Januari 2000 dimana hasil penjualannya 
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dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum ANWAR SAILANI 
ONGKOWIDJAJA sesuai dengan bagiannya masing-masing; 

3 Menyatakan akta jual beli yang hanya ditandatangani oleh Para Penggugat 
kepada pembeli manapun tanpa perlu adanya tandatangan atau persetujuan 
dari Para Tergugat atas budel warisan berupa tanah dan bangunan yang 
terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, 

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera selatan satu dan lain atas dasar Sertifikat 
Hak Milik No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No.l/ 

TB.J/2000 tanggal 6 Januari 2000 adalah sah. 

4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya 
hukum verzet, banding maupun kasasi; 

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara. 


Atau 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex 
Aequo Et Bono). 


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah 
mengajukan jawaban tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut: 

A DALAM KONVENSI 
DALAM EKSEPSI 

1 Kekeliruan dalam hal pihak yang digugat (Error in Persona) 

1 Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah keliru mengikutsertakan Rita 
sebagai pihak tergugat karena Rita adalah istri dari almarhum Jonathan 
Phenomie, dan oleh karenanya secara hukum bukan merupakan ahli waris 
pengganti almarhum Jonathan Phenomie dalam pembagian budel waris 
dari almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaja. Sehingga, Ny. Rita selaku 
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Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam 
perkara ini. 

2 Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pun telah keliru mengikutsertakan 
Hardi Janto sebagai pihak Penggugat karena Hardi Janto adalah suami dari 
almarhumah Sumiwati, oleh karenanya Hardi Janto bukan merupakan 
ahli waris Pengganti dari almarhumah Sumiwati. Sehingga dengan masuknya 
Hardi Janto sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini menyebabkan 
kekeliruan dalam hal pihak yang menjadi Penggugat, dan oleh karena itu 
gugatan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 

2 Gugatan Kabur (Obscuur Libel) 

1 Gugatan Para Penggugat kabur karena Kuasa Hukum Para Penggugat 
tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan 
ini 

Bahwa inti pemberian kuasa di dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan 
Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya berbeda dan bertentangan 
dengan isi dan objek perkara di dalam gugatan, dimana di dalam 
objek Surat Kuasa adalah tentang Perbuatan Melanggar Hukum sedangkan 
objek perkara dalam Gugatan ini adalah tentang Gugatan Pembagian 
Waris, sehingga tidak ada sinkronisasi antara objek Surat Kuasa dengan 
gugatan yang mengakibatkan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak 
berwenang dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan 
ini, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Para 
Penggugat ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 

2 Gugatan Para Penggugat kabur karena Petitum tidak didukung oleh 
Posita. 
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Bahwa dalam Petitum Para Penggugat meminta keabsahan tentang 
menjual dan menandatangani akta jual-beli harta warisan berupa tanah dan 
bangunan yang terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Sementara itu, 

mengenai harta warisan ini sendiri belum pernah dibagi di antara 

warisnya , termasuk dalam hal ini Para Tergugat. 

3 Gugatan Para Penggugat kabur karena gugatan Penggugat tentang 
Gugatan Pembagian Warisan, namun di dalam Petitum Para 
Penggugat justru meminta keabsahan menjual dan menandatangani 
akta jual beli terhadap harta warisan berupa tanah dan bangunan yang 
terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau 
Timur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan tidak ada 
meminta penetapan obyek gugatan ini sebagai harta waris layaknya 
gugatan waris pada umumnya maupun penetapan pihak-pihak yang 
menjadi ahli waris dari almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaja. 

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon kiranya majelis 
hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan 
gugatan ini tidak dapat diterima. 


DALAM POKOK PERKARA 

1 Bahwa dalil-dalil di dalam Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak 
terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. 

2 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para 
Penggugat dalam gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para 
Tergugat. 

3 Bahwa di dalam Point. 4 dan 5 Gugatan, Para Penggugat telah keliru dalam 
memposisikan suami Sumiwati Pandarmi dan istri Jonathan Phenomie 
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sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaja, 
karena yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 842 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata adalah pergantian dalam garis lurus ke 
bawah yang sah, berlangsung terns dengan tiada akhirnya. 

4 Bahwa Point. 8, 9, 10, 11 dan 12 Gugatan harus dibuktikan di muka 
pengadilan, dimana Para Tergugat selama ini tidak pernah merasa dilibatkan 
dalam proses jual-beli sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut. 

Untuk itu, Para Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil- 
dalilnya tersebut di persidangan. 

5 Bahwa Point. 13 dan 14 Gugatan haruslah ditolak karena Para Tergugat tidak 
pernah menolak pembagian harta warisan atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, 

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera selatan. Hanya Tergugat menolak untuk 
menandatangani akta jual-beli terhadap harta warisa a quo karena Para 
Tergugat diperlakukan secara tidak add oleh Para Tergugat karena Para 
Tergugat mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan pembagian waris 
melainkan bagian Para Tergugat ditetapkan secara sepihak oleh Para 
Penggugat. 

6 Bahwa Point. 15 Gugatan harus dibuktikan di muka pengadilan terhadap 
bukti-bukti Penggugat dan mohon kepada majelis hakim untuk tidak 
memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada 
bantahan ( verzet ), banding atau kasasi (uit voerbar bijvooraad ) 

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat, maka mohon kiranya 

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan putusan, 

yang amarnya sebagai berikut: 


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl melalui: 

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Telp : 021-384 3348 (ext.318) 


Halaman 10 






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

1 Menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau 
setidak-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat 
tidak dapat diterima. 

2 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul 
dalam perkara ini. 

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- 

adilnya. 


B. DALAM REKONVENSI 

1 Bahwa Suwanni Gunaria Tannuwisna dan Almarhum 
Anwar Sailani Ongkowidjaja terikat perkawinan sesuai 
Kutipan Akta Perkawinan No. 16/1997 tanggal 5 
Januari 1967. 


2 Bahwa dari perkawinan Suwanni Gunaria Tannuwisna 

dan Almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaja 

melahirkan 8 (delapan) orang anak sebagai berikut: 

a Gunawati Kokoh Thamrin (Penggugat II dalam Konvensi/ 
Tergugat II dalam Rekonvensi) 

b Tjiptono Pingdojo (Penggugat III dalam Konvensi/ Tergugat 
III dalam Rekonvensi) 
c Almarhum Sumiwati Pandarmi. 

d Drg. Mirawati Pandarmi (Penggugat V dalam Konvensi/ 
Tergugat V dalam Rekonvensi) 

e Linawati Pandarmi (Penggugat VI dalam Konvensi/ Tergugat 

VI dalam Rekonvensi) 

f Pongono Puspojudo (Penggugat VII dalam Konvensi/Tergugat 

VII dalam Rekonvensi) 

g Herawati Pandarmi (Penggugat VIII dalam Konvensi/ Tergugat 

VIII dalam Rekonvensi) 

him 11 dari 24 him Pur.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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h Almarhum Jonathan Phenomie (Suami Penggugat Rekonvensi 
I dan Bapak dari Penggugat Rekonvensi II, III & IV) 

1 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2009 Almarhum 

Anwar Sailani Ongkowidjaya meninggal dunia sesuai 
Kutipan Akta Kematian Nomor : 185/KMU/JP/2009 
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 20 
Februari 2009. 

2 Bahwa dengan adanya peristiwa hukum kematian 
Almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaya maka 
menimbulkan akibat hukum perwarisan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang menyatakan “Perwarisan hanya 
berlangsung karena kematian”. 

3 Bahwa Almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaya 
meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, 
sebagai berikut : 


1 Tanah 

dan 

bangunan 

yang 

terletak 

di 

keluarahan 

Taba 


Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi 
Rawas, Sumatera Selatan dengan 
alas hak Sertifikat Hak Milik No. 
264/Taba Jemekeh tanggal 6 
Januari 2000 dengan Surat Ukur 
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No. l/TB.J/2000 tanggal 6 


Januari 2000. 

2 Tanah Seluas 17M2 yang terletak 

di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1016 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No.3330/1985 tanggal 17 

Desember 1985. 

3 Tanah Seluas 50M2 yang terletak 

di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1104 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No. 1228/1988 tanggal 18 Juni 
1988. 

4 Tanah Seluas 35M2 yang terletak 

di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1121 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No.2060/1988 tanggal 12 

September 1988. 

him 13 dan 24 him Put.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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5 Tanah Seluas 330M2 yang 
terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 2061/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 

GS No.2061/1988 tanggal 12 
September 1988. 

6 Tanah Seluas 114M2 yang 
terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1233/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 

GS No.2061/1988 tanggal 8 Juni 


1988. 


7 Tanah 

seluas 

2043 

dan 

bangunan 

yang 

terletak 

di 


samping Jl. Cendrawasih sebelah 
Hotel Grand Zuri Kelurahan 9 
Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang 
dengan alas hak sertifikat hak 
milik No. 427/R, 429/R Tanggal 
2 Mei 1979 GS No. 698, 699, 
700 tanggal 22 Oktober 1970. 
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8 Tanah seluas 428 M2 yang 
terletak di Kampung 20 Ilir 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1050 Kampung 20 Ilir 
GS No. 540 tanggal 26 Agustus 


1966. 


9 Tanah seluas 700 M2 yang 
terletak di Kelurahan Jawa Kiri I 
Kecamatan Lubuk Linggau 
Timur dengan alas hak Sertifikat 
Hak Milik No. 327. 

10 Tanah seluas 200M2 yang 
terletak di Jl. Menumbing Depan 
Masjid Palembang. 

4 Bahwa Para ahli waris dari pewaris ada yang meninggal 
terlebih dahulu dari Pewaris maka menurut Pasal 842 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para ahli waris 
yang meninggal terlebih dahulu yaitu Almarhum 
Sumiwati Pandarmi dan Almarhum Jonathan 
Phenomie digantikan kedudukannya sebagai ahli waris 
oleh anak-anak dari Almarhum Sumiwati Pandarmi 
dan Almarhum Jonathan Phenomie sebagai berikut: 
a Almarhum Sumiwati Pandarmi kawin dengan Hardi Janto dengan dikarunia 2 
(dua) orang anak bemama Evelyn dan Juventus. 


him 15 dari 24 him Put.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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Dengan demikian Almarhum Sumiwati Pandarmi digantikan 
kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja oleh anak-anaknya yang bernama Evelyn dan Juventus 
b Almarhum Jonathan Phenomie kawin dengan Rita dengan dikarunia 3 (tiga) 
orang anak yang bernama Danovan Phenomie, Vina Novin Phenomie dan 
Venny Novin Phenomie. 

Dengan demikian Almarhum Jonathan Phenomie digantikan 
kedudukannya sebagai ahli waris oleh anak-anaknya yang bernama 
Danovan Phenomie, Vina Novin Phenomie dan Venny Novin Phenomie 

1 Bahwa menurut Pasal 1066 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Pemisahan 
Harta itu setiap waktu dapat dituntut, maka melalui 
Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi 
menuntut agar harta warisan dibagi kepada para ahli 
waris dan para ahli waris pengganti sesuai dengan 
bagiannya masing-masing menurut Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata. 

2 Bahwa untuk menjamin tidak dialihkannya harta 
warisan sebagaimana point 5 Gugatan Rekonvensi aquo 
ini maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk 
meletakkan sita Jaminan terhadap harta warisan 
sebagaimana point 5 Gugatan Rekonvensi aquo. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat 
Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk 
memberikan amar putusan sebagai berikut : 
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1 Menetapkan sebagai ahli waris 
dan ahli waris pengganti dari 
Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja nama-nama di 
bawah ini : 

1 Suwanni Gunaria Tannuwisna (Penggugat I dalam konvensi/Tergugat 
II dalam Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar 
Sailani Ongkowidjaja. 

2 Gunawati Kokoh Thamrin (Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II 
dalam Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

3 Tjiptono Pingdojo (Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam 
Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

4 Evelyn dan Juventus adalah anak-anak dari perkawinan dari 
Almarhum Sumiwati Pandarmi kawin dengan Hardi Janto sebagai 
ahli waris pengganti dari Almarhum Anwar Sailani Ongkowidjaja. 

5 Tjiptono Pingdojo (Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam 
Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

6 Drg. Mirawati Pandarmi (Penggugat V dalam Konvensi/Tergugat V 
dalam Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

7 Linawati Pandarmi (Penggugat VI dalam Konvensi/Tergugat VI dalam 
Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 


him 17 dari 24 him Put.No.22/PDT/2013/PTPLG. 
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8 Pongono Puspojudo (Penggugat VII dalam Konvensi/Tergugat VII 
dalam Rekonvensi) sebagai ahli wans dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

9 Herawati Pandarmi (Penggugat VIII dalam Konvensi/Tergugat VIII 
dalam Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Sailani 
Ongkowidjaja. 

lO.Danovan Phenomie, Vina Novin Phenomie dan Venny Novin Phenomie 
adalah anak-anak dari perkawinan Almarhum lonathan Phenomie kawin 
dengan Rita. 


1 Menetapkan benda yang 
diuraikan dibawah ini sebagai 
harta warisan dari Anwar Sailani 
Ongkowidjaja yang harus dibagi 
sebagai berikut: 

1 Tanah dan bangunan yang 
terletak di keluarahan Taba 
Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi 
Rawas, Sumatera Selatan dengan 
alas hak Sertifikat Hak Milik No. 
264/Taba Jemekeh tanggal 6 
Januari 2000 dengan Surat Ukur 
No. l/TB.J/2000 tanggal 6 


Januari 2000. 

2 Tanah Seluas 17M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
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Ilir Palembang dengan alas hak 


Sertifikat Hak Milik No. 1016 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No.3330/1985 tanggal 17 


Desember 1985. 

3 Tanah Seluas 50M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1104 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No. 1228/1988 tanggal 18 Juni 
1988. 


4 Tanah Seluas 35M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1121 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No.2060/1988 tanggal 12 


September 1988. 

5 Tanah Seluas 330M2 yang 
terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 


him 19 dan 24 him Put.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl melalui: 

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Telp : 021-384 3348 (ext.318) 


Halaman 19 




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Milik No. 2061/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 

GS No.2061/1988 tanggal 12 
September 1988. 

6 Tanah Seluas 114M2 yang 
terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1233/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 

GS No.2061/1988 tanggal 8 Juni 


1988. 




7 Tanah 

seluas 

2043 

dan 

bangunan 

yang 

terletak 

di 


samping Jl. Cendrawasih sebelah 
Hotel Grand Zuri Kelurahan 9 
Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang 
dengan alas hak sertifikat hak 
milik No. 427/R, 429/R Tanggal 


2 Mei 1979 GS No. 698, 699, 
700 tanggal 22 Oktober 1970. 

8 Tanah seluas 428 M2 yang 
terletak di Kampung 20 Ilir 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1050 Kampung 20 Ilir 
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GS No. 540 tanggal 26 Agustus 


1966. 

9 Tanah seluas 700 M2 yang 

terletak di Kelurahan Jawa Kiri I 
Kecamatan Lubuk Linggau 

Timur dengan alas hak Sertifikat 
Hak Milik No. 327. 

10 Tanah seluas 200M2 yang 

terletak di Jl. Menumbing Depan 

Masjid Palembang. 

1 Menetapkan Pembagian kepada 

Para Ahli Waris dan Ahli Waris 
Pengganti sesuai dengan 

bagiannya masing-masing 

menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

2 Menetapkan sita jaminan 

terhadap harta warisan sebagai 
berikut: 

1 Tanah dan bangunan yang 

terletak di keluarahan Taba 

Jemekeh, Kecamatan Lubuk 
Linggau Timur, Kabupaten Musi 
Rawas, Sumatera Selatan dengan 
alas hak Sertifikat Hak Milik No. 
264/Taba Jemekeh tanggal 6 
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Januari 2000 dengan Surat Ukur 


No. l/TB.J/2000 tanggal 6 


Januari 2000. 

2 Tanah Seluas 17M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1016 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No.3330/1985 tanggal 17 


Desember 1985. 

3 Tanah Seluas 50M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1104 


Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 

No. 1228/1988 tanggal 18 Juni 
1988. 

4 Tanah Seluas 35M2 yang terletak 
di Pasar Lemabang Kelurahan 3 
Ilir Palembang dengan alas hak 
Sertifikat Hak Milik No. 1121 
Kelurahan 3 Ilir atas nama 
Anwar Sailani, GS 
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No.2060/1988 tanggal 12 


September 1988. 

5 Tanah Seluas 330M2 yang 
terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 2061/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 
GS No.2061/1988 tanggal 12 
September 1988. 

6 Tanah Seluas 114M2 yang 

terletak di Pasar Lemabang 
Kelurahan 3 Ilir Palembang 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1233/1988 Kelurahan 
3 Ilir atas nama Anwar Sailani, 
GS No.2061/1988 tanggal 8 Juni 
1988. 


1 Tanah 

seluas 

2043 

dan 

bangunan 

yang 

terletak 

di 


samping Jl. Cendrawasih sebelah 
Hotel Grand Zuri Kelurahan 9 
Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang 
dengan alas hak sertifikat hak 
milik No. 427/R, 429/R Tanggal 


him 23 dan 24 him Put.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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2 Mei 1979 GS No. 698, 699, 


700 tanggal 22 Oktober 1970. 

8 Tanah seluas 428 M2 yang 

terletak di Kampung 20 Ilir 
dengan alas hak Sertifikat Hak 
Milik No. 1050 Kampung 20 Ilir 
GS No. 540 tanggal 26 Agustus 
1966. 

9 Tanah seluas 700 M2 yang 

terletak di Kelurahan Jawa Kiri I 
Kecamatan Lubuk Linggau 
Timur dengan alas hak Sertifikat 
Hak Milik No. 327. 

10 Tanah seluas 200M2 yang 
terletak di Jl. Menumbing Depan 
Masjid Palembang. 

1 Menghukum Para Penggugat 
dalam Konvensi/Para Tergugat 
Rekonvensi untuk mematuhi isi 
putusan. 

2 Menghukum Para Penggugat 
Konvensi/Tergugat Rekonvensi 
untuk membayar seluruh biaya 
perkara. 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 
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Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan 
sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 124/ 
Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 10 Desember 2012, yang amar selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 


DALAM KONPENSI 
I. DALAM EKSEPSI: 


Menolak Eksepsi dari Tegugat seluruhnya ; 


II. DALAM POKOK PERKARA : 

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 

2 Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum ANWAR 
SAILANI ONGKOWIDJAJA tanpa perlu adanya tandatangan atau 
persetujuan atau kehadiran dari Para Tergugat, secara sah dapat 
menjual dan menandatangani akta jual beli kepada pembeli atas 
warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan 
Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten 
Musi Rawas, Sumatera selatan satu dan lain atas dasar Sertifikat 
Hak Milik No.264/Taba Jemekeh tanggal 6 Januari 2000 Surat 
Ukur No.l/TB.J/2000 tanggal 6 Januari 2000 dimana hasil 
penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum 
ANWAR SAILANI ONGKOWIDJAJA sesuai dengan bagiannya 
masing-masing; 

3 Menyatakan Akta Jual Beli yang hanya ditandatangani oleh Para 
Penggugat dan pembeli tanpa adanya tandatangan atau persetujuan 
dari Para Tergugat atas budel warisan berupa tanah dan bangunan 
yang terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk 


him 25 dari 24 him Put.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera selatan satu 
dan lain atas dasar Sertifikat Hak Milik No.264/Taba Jemekeh 
tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No.l/TB.J/2000 tanggal 6 
Januari 2000 adalah sah ; 

4 Menolak tuntutan penggugat untuk yang lain dan selebihnya; 

DALAM REKONPENSI: 

I. DALAM EKSEPSI: 

Menolak Eksepsi dari Tegugat dalam Rekonpensi seluruhnya ; 


II. DALAM POKOK PERKARA : 

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; 


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: 

Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat-Penggugat 
dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir 
sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). 

Membaca akte pemyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ 
Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Perkara.No. 124/Pdt.G/2012/PN.PLG yang 
menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Para Pembanding semula Para 
Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh 
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 124/Pdt.G/2012/ 
PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; 

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding No. 124/Pdt.G/2012/ 
PN.PLG (No.86/BDG/2012/PN.PLG) kepada Terbanding I s/d VIII semula 
Penggugat I s/d VIII masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013; 
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Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula 
Para Tergugat tanggal 11 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Palembang pada tanggal 15 Januari 2013 dan salinan surat memori banding 
tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I,II,III dan VIII semula 
Penggugat I,II,III dan VIII masing-masing tanggal 21 Januari 2013, kepada 
Terbanding V dan VI semula Penggugat V dan VI masing-masing tanggal 31 Januari 
2013; 


Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I s/d 
VIII semula Penggugat I s/d VIII tanggal 20 Februari 2013 yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Februari 2013 dan salinan 
surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Para 
Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Februari 2013; 


Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para 
Pembanding semula Para Tergugat tanggal 6 Februari 2013 dan kepada Terbanding 
I s/d VIII semula Penggugat I s/d VIII melalui surat permintaan bantuan tanggal 6 
Februari No.W6.U/302/Pdt.02/II/2013; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para 
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi 
syarat-sysrat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal 
permohonan banding tersebut dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa, meneliti dan 
mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan 
dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 

him 27 dari 24 him Pur.No.22/PDT/2013/PT.PLG. 
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124/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 10 Desember 2012 serta memperhatikan memori 
banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini, 
berpendapat sebagai berikut: 

1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para 
Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan 
kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam jawaban maupun 
dupliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara 
tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara 
ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal- 
hal baru/fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim 
Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang 
masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding; 

2 Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar 
serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas 
tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar 
putusannya antara lain bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil 
gugatannya dan Tergugat belum dapat membuktikan dalil sangkalannya 
sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halaman 55 alinea kedua dan 
halaman 57 alinea pertama; 


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan 
mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang 
dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya 
sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam 
tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim 
Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan 
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Negeri Palembang Nomor : 124/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 10 Desember 2012 


haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan; 


Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan 
Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat 
selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat 
peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini; 

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya 
yang berkaitan dengan perkara ini; 


MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para 

Tergugat;- 

MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 124/ 
Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding 

tersebut;- 

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya 
perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar 
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim 
Tingkat Banding pada pada Pengadilan Tinggi Palembang hari JUM’AT tanggal 3 
MEI 2013 oleh kami PONIS TARIGAN, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, 
H.SULAIMAN DAUD, SH. dan BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH. masing- 
masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan 
Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 22/PEN/PDT/2013/PT.PLG 

him 29 dari 24 him Put.No.22/PDT/2013/PTPLG. 
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ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana 
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 
Anggota Majelis dan dibantu oleh MARINA, SH.MH. Panitera Pengganti pada 
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. 


HAKIM ANGGOTA : 

ttd. 

1. H.SULAIMAN DAUD, SH. 


KETUA MAJELIS HAKIM, 

ttd. 

PONIS TARIGAN, SH. 


ttd. 

2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH. 

PANITERA PENGGANTI, 


ttd. 

MARINA, SH.MH. 

Biaya Perkara: 

- Materai putusan . 

- Biaya redaksi putusan 

- Biaya pemberkasan... 

J u m 1 a h.Rp. 150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah) 


Rp. 

6.000,- 

Rp. 

5.000,- 

Rn 

i. 139.000.- + 
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